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ABSTRAK 

Mohamad Herfin, 201510115206, Kedudukan Hukum Perjanjian Kerja Bersama 
Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Tiga Putusan Mahkamah 
Agung), Jumlah 81 Halaman, 2020 

Kata Kunci : Kedudukan Hukum, Perjanjian Kerja Bersama, Pemutusan 
Hubungan Kerja,  

Dalam undang undang Ketenenagakerjaan dan perjanjian kerja bersama pada 

umumnya sebelum dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) harus melalui 

tahapan sebagai berikut: Teguran lisan/tertulis, Surat Peringatan Tertulis I, Surat 

Peringatan Tertulis II, Surat Peringatan Tertulis III, Skorsing (pembebasan tugas 

sementara waktu) lalu tindakan Pemutusan hubungan kerja setelah ada putusan 

dari Pengadilan hubungn Industrial (PHI). Namun pada prakteknya Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak tanpa melalui prosedur yang diatur dalam 

PKB dan Undang-Undang 13 Tahun 2003 merupakan kejadian yang sering 

terjadi, salah satu permasalahnya terletak pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagai acuan 

penyelesaian perselisihan PHK yang justru memberikan kemudahan dalam 

melakukan proses PHK. Pada karya tulis ini, peneliti hendak membahas mengenai 

kedudukan hukum perjanjian kerja bersama dalam pemutusan hubungan kerja dari 

perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 

Metode Penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini adalah metode 

penelitian yuridis normatif dengan menganalisis norma hukum ketenagakerjaan 

dan putusan pengadilan. 
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ABSTRACT 

Mohamad Herfin, 20151015206, Legal Status of Collective Labor Agreement in 
the Prevention of Termination of Employment Based on Law Number 13 of 2003 
concerning Manpower, Number of  Pages 81, 2020. 
 
Keywords : Legal Position, Collaborative Agreement, Termination of Employment 
 

In the labor law and collective labor agreements generally before termination of 
employment (PHK) must go through the following stages: Oral / written warning, 
Written Warning Letter I, Written Warning Letter II, Written Warning Letter III, 
Suspension (temporary release of duties) ) then the action of termination of 
employment after a decision from the Industrial Relations Court (PHI). However, 
in practice, Termination of Employment (PHK) unilaterally without going through 
the procedures stipulated in the Collective Labor Agreement and Law 13 of 2003 
is a common occurrence, one of the problems lies in Law Number 2 of 2004 
concerning Settlement of Industrial Relations Disputes as a reference settlement 
of dismissal disputes which would facilitate the layoff process. In this paper, the 
researcher intends to discuss the legal position of collective labor agreements in 
terminating employment from the perspective of Law No. 13 of 2003 concerning 
Labor. The research method used in this study is a normative juridical research 
method by analyzing labor law norms and court decisions. 
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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

MOTO: 

 

SEBAIK-BAIKNYA MANUSIA ADALAH YANG  

PALING BERMANFAAT BAGI MANUSIA  

VERBA VOLANT, SCIPTA MANENT 

DO YOUR BEST AND LET GOD DO THE REST 

 

 

PERSEMBAHAN: 

UNTUK KEDUA ORANG TUAKU DAN MERTUAKU YANG TERHORMAT 

UNTUK ISTRIKU DAN ANAKKU TERSAYANG 

UNTUK SELURUH KELUARGAKU TERCINTA 

SERTA UNTUK KELUARGA BESAR  

PUK SPEE FSPMI PT OMRON MANUFACTURING OF INDONESIA 
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DAFTAR SINGKATAN 

 

PKB  : Perjanjian Kerja Bersama 

Permen : Peraturan Menteri 

Kepmen : Keputusan Menteri 

PP  : Peraturan Pemerintah 

PUU  : Perundang-Undangan 

PHK  : Pemutusan Hubungan Kerja  

UU  : Undang-Undang 

UUD 1945  : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

SP / SB : Serikat Pekerja / Serikat Buruh  

SP  : Surat Peringatan 

PHI  : Pengadilan Hubungan Industrial 
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